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DANDANGUNANPERKOTAAN 
DENG AN RAHMAT TU BAN YANG MAHA ESA 

WALJKOTA PALEMBANG, 

a bahwa dengan ditetapkannya Pemtunin Daerah KQC!! Pelembllllg Nomor 3 
Tahwi 201 I tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan diundangkan 
dalam Lembaran Daerah Kora Palembang Tahun 2011 Nomor J tanggal 
3 Janullli 2011, perlu menetapkan peratUJ'!Dl pelaksanannoya; 

b. bohwa berdasarklln pertirnbangan sebageimana dimaksud huruf a, pcrlu 
.menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pelaksanaan Pemturan 
Daerah Koto Palembang Nomor 3 Tahun 2011 ientang Pajak Bumi dan 
Ilaligunan Perko~. 

I. Undang-Undang Nomor 28 Tamm 1959 lentang Pembentukan Daerah 
Tingkat U dan Kotap.raja di Sw:natcra Sclatan (.Lembaran Negara RI Tahun 
1959 Nomor 73, T ambahnn Lembaran Negara RI Nomor 1821 ); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahuo 1~8l tentang Hukum Acrus l'idana 
(Lcmbaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembanm Negara 
RI Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1m tentang .Bacu1n Penyelesaian 
SeaGl--cta Pajak .(Lembaran Negaia RI Tah.uiI 1997 Norn.or 40, Tambahan 
Lembaran-Negara RINomor 3684); · 

4. Undang-Undang Nomor lO Tahm, 2004 ten1ang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembru:en Negara Rf Tahuo 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tohun 2004 tenmng Pcmerlnlahan Oaerali 
(Lembaran Negara RI Talmn 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 1'1egara 
.Rl Nomor 4437) sebagaimana tclah diubah bebempa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomnr 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Uodang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penieri.ntahan Dam-ab (Lembaran Nagara RI 
Tahwi 2008 Nomor 59, Tambahan Lembarnn Negara RTNomor 4844); 

6. U,ndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 teolllllg Perimbangan Keuangan 
Antara Pemcriatah Pusat dan Pemeriutahan Dacrah (Lembaran Negara RI 
Tahun 2004 Nomor 126 Tambaha:n Lembaran Negm:a RI Nomor 4418); 

7. Undang-Uoda.ng Nomor 28 Tahuo 2009 tcntang Pajak Dacrah dan Retribusi 
Daerah (Lcmbaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahllll Lembarao 
Negara RI Norn.or 5049); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun J 983 tentang PelakS8Illl8ll Hukw:n 
Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahu.n 1983 Nomor 36, 1'an1bahan 
Lembaran Negara RI Nomor 3258) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenra.ng Pembaglan Urusan 
Pemerintahan amam Pemerintah. Pemeriotahan Provinsi, dan Peml'Iintahan 
Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negata RI Tohun 2007 Nomor 28; 
Tambahan Lernbarao Negara RI Nomor 4737); 



Menempkan 

10. Peraturan Perneriotab Nomor 69 Tohun 2010 rentrum. Tata Cara Pemberian 
dan. Pcmanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Dnerah dan 'Retribusi Daerah 
(I..embaran Negara RT Tahun 2010 Nomor J 19, Tambahan Lembarao Negara 
Rl Nomor 5 I 61 ); 

11. Peraruran naerah Kota Palembang Nomor 44 Tabun 2002 renlll.ng 
Ketenll'3man dan Ketertiban {Lembaran Daemh Kota Palembang Tailun 2002 
Nomor 76) sebagaimana tel.ah diubah dengan Peraturan Daeroh kota 
Palembang Nomor 13 Tohun 2007 tentang Ketcntr.aman. dan Kctertiban 
(l.embaran DaC{tlh Kola Palembang Tahim 2007 Nomor 13); 

12. Pcraturan Daerah Kata Palembang Nomor 6 Tabun 2008 lentang Orusan 
Pemerintahan Kola Palembang (Lembaran Daernh Kola Palembang 
Tahun 2008 Nomor 6); 

13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tcntang 
Pembenrukan, Susunan OrMJ)isasi dan Tata Kt>rja Dinas Daemh Kota 
Palembang (L.embar<1D Daerab Kola Palembang Tahun 2008 Nomor 9); 

14. Peraturnn Daerah Kota Palembang N,;,mor 2 Tabun 201 I lentang Pajak Bumi 
dan Bangunan Pe*olaan (Lembarnn Daerab T<.ota Palembang Tahun 201 l 
Nomor2). 

M.EMUTUSKAN : 

PERATIJRAN WALJKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN 
PERATIJRAN DAERAH KOTA PALEMRANG NOMOR 3 TAHUN 2011 
TENTANG PAJAKBUMJ DAN BANGUNAN PERK.OTAAN. 

Pruw 1 

Melak~an. Peraturau Dacrab Kota Palembang Nomor 3 Tabun 2011 t~ntang 
Pajak Bumi .clan Banguru1n Perkotaan. 

Pasal Z 

Mcmerinuihkan kepada Kepala Dinas Pendiipruan Daeroh Kota Palembang untuk 
mclaksanakan Pcraturau Daorah Kolal>aJembang Nomor 3 Tabun 2011 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan Petkotaan. 

Pasal 3 

Pcraturan ini mulai berlaku pru:la tan~al diundangkan. 

Agar seLiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Peraruran ini, 
dengan.pencmpatannya dalam Berlta Daerab Kola Palembang. 

Diwtapkan di Palembang 
pru:la tang.gal \l· Janunri 2011 
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